


Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27
Novembe. 2021, baik secara bers.rma sama maupun sendiri-sendiri
bertindak untuk dan atas nama serta meu,akili kepentingan hukum
Pcmberi Kuasa kepada:

IIARSEf,O SETYADI RA'AH, S.H.
DR. PARNIN(X)TAN MALAU, S.T., S.H., .It.

DIO TATA GAUA SYAI'TI, S.H.
ZICO LEOITARD DJAGARDO SIMAITT'UNTAK, S.II.

ELIADI }IULU, S.E.
TAUIIqI'RRAEItrAIT, S.H.

RAHMADINA BELA MAIIMUDA, S.H.
APRILTJA WAI{YI'NIITGSIIH, S.H.

ELFTAtr FAUZY, S.H.
MELIINI AULIA, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang
tergabung di Firma Hukum VS? and Partners, Aduocates & l,<:gal
Consulktns beralamat di Perumahai Gfiya Citebut Asri 1, JIn. Lidah
Buaya 6, Blok M1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten
Bogor, 16710.

Dengan ini PARA PEMOIIOtrI mengajukan Permohonan pengujian
Pengujian Pasal 53 af/at (41 Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2O14
tentang Administrasi Pemerintahan sebagairaaaa diubaL dalam pasal
17S atrgka 6 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2O2O
frmbararr Negara Republik Indonesia Ta}rurr 2O2O Nomor 245,
Tamba1lan l,embararr Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
Sebagaimala telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
Nolnor 91/P[ru-XVIII/2O2O (ScIaajEtrF disebot IrU lU2OrlO, lBrkti
P,11, yang menyatakan:

(4) Apabila <lalam batas uaktu sebagaima na dimaksud pad.a agat
(2)', Badan dan/ atau Pejabat Pemeintahan tidak menetapkan
dan/ atau melqkukan Keputusan ddn/ atau Tindakan.
permohonan dianggap dikabulkan secdra huk m.

Bertentangan secara bersyarat denga! Pasal 1 ayat (31, Pasal 2aD
ayat (U, Utodang-Uldaug Dasar Negara Republik IrrdoreBia Tahu!
1945 (Selaujutnya disebut IruD 1945) (Bulrti P.2l dengal uraian
sebagai berikut:
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I. KEUIENANGAN MAHXAMAH

1. Bahqra Pasal 24 atat (2) Perubahan Ketiga Undang-
Undang Dasar Negara Republik lndonesia Talun 1945
(Sela-Ejutnya disebut IrUD 19451 menjatakan:

"Kelsta,sa.an kehakiman dilal ken oleh sebuah Mahkamah
Agung darl bod.on peradilara gang berada di bauahnga
datam tinglatngan peradilan umtm, lingkungan peradilan
agama, tinglatng an peradilan mititer, linglatngan peradilan
tala usqJta negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitttsi";

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD
1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi benuenang mengadili pada tingkat
pertama don terakhir Aang lruhtsarulAa bersfat fuul undtk
fiLenquii und. terhadap Dasar,
memuh)s sengketd kewenangan lemboga negora gang
ketuenangannga dibeikan oleh Undang Ilndang Dasar,
memutus pembubaran partai potitik dan memuhs
perseli,sihan tentang hcl-sil Pemilihan Umum" ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi
mempunyai kewenalgan untuk melakukal pengujian uldang-
undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal
10 a]'at (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 'fahrun 2O2O
tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Ta}lun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O, Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanJutrya
disebut UU Mahkamah Koastitusil yalg menSzatatar:

"Mahkamah Kon-stitusi beruenang mengqclili pdda tingkat
pefiama dan terakhir gang putusannAa bersifdt final untuk:
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap WD RI tahun
1945";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48
Ta}lun 2OO9 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra
Republik Indonesia Talun 2OO9 Nomor 157, Tarnbahan
Lembaran Republik Indonesa Ta-hun 5076) {selanjutoya disebut
Iru Kekr.r.rrr Ikhakimanl yang mengatakan bahwa:
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"Mahkamah Konstitusi benaenang menga.dili pada tingkat
pertama dan terakhir yang puhtsannga bersifat final untuk:
a. rnengujt undang undantg terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa keuenangan le.mboga negara gang

keuenangannya dibeikan oleh Unddftg-Llnd,ang Dasar
Negara Republik Indonesia Tat n 1945;

c. memuhts pembuberan partai politik;
d. memutus perseli.sihan tentang hastl pemilihan umum; dan
e. keuenangan lain gano dibeikan oleh undang-und.ang".

5. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus
Pengujian Mate.iil UU 11/2O2O, penting kami jelaskan terlebih
dahulu terkait dengan keberlaluarL UtJ 1ll2O2O pasca Putusan
No. 9i/PUU-XVIU/2020, sebagai berikut:

5.1. Pada TaIggaI 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi
telah merautus Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja dengan Nomor Perkara gi/Plru,

^1111 
/ 2O2O , dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN
1 Menyatakan permohonan Pemohon I dal Pemohon

1l tidak dapat direrima;

2 Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon
W, Pemohon V, dan Pemohon \rI untuk sebagian;

3 Menyatakan pembentukan Undang Undar-rg Nomor
11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keia {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573) bertentangan dengal Undang-Undalg
Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan
tidak me.npunyai kekuatan hukum nengikat
secara be.sl:arat sepanjang tidak dimaknai "tidat
dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun
sejak pLltusan ini diucapkan';

4 Menvatakan Undang-Undang Nomor I1 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaral Negara
Republik Irdonesia Tahun 2O2O Nornor 245,
Tamba1lal Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan
dilakukari perbalkan pembentukal sesuai dengan
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tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan
dalam putusan ini;

5 MemerintaJrkal kepada pembentuk uldang
undang untuk melakukan perbaikal dalam jalgka
Eaktu paling la,ma 2 (dua) tahun sejak putusa! irli
diucapkan dal apabila dalam tenggang waltu
tersebut tidak dilal-ukan perbaikan maka Undang-
Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nornor 2+5, Tambahan lrmba;an Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) meniadi inkonstitusional
secara permanen;

6. Menl.atal<an apabila dalam tcngg.r.ig waktu 2 {dua}
tahun pembentuk undang undarg tidak dapat
menyeiesaikan perbaikal Undang Undang Nomor
11 Tahull 2020 tentang Cipta Ke.ja {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tarnbahan Lembaral Negara Republik lndonesia
Nomor 6573) ma1<a undang-undang atau pasal-
pasal atau materi muatan undang-undang yang
telah dicabut atau diubah oleh Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Kerja
(Lcmbaral Negara Republik hdonesia Tahun 2O2O
Nomor 245, Tambahal Lembaran Negara RepubLik
Indonesia Nomor 6573) dinyatirkan berlaku
kembali;

7 Menyatakan untuk menangguhkan segala
tindakanl kebijakan yang bersifat strategis dan
berdampak luas. serta tidak dibenarkan pr:1a
menerbitkan peraturan pelaksana baru yalg
berkaital dellgan Undang Undalg Nomor 1 1 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahua 2O20 Nomor 24S,
Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia
Nomor 6573)
Memeiintahkan pemu2ltan putusari ini da1am
Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya;

9 Menolak permohonan para Pemohon untuk selain
dan selebihnya.

5.2. Dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi yang
baik, hamslah membaca Amar Putusan disertai dengan
Pertimbangan Hukumnya secara sistematis dan
komprehensii
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5.3. Apabila kita memal<nai Amar Putusan sebagaimana pada
arlgka 7 di atas, perlu melihat pertimbangan Hukujo pada
paragraph [3.2O.51, halaman 414, yang menyatakan:

"Bahua untuk m.eanhindai dampak uanq lebih besar
terhadap pembertaktan IJU 11/2O2O selama tenggang
uaktu 2 (dua) talun tersebut Mahkamah juga
merluatakan IE okso,,,q.(I,t tIU I7/2O2O gaag
berk(rlt(Iltr hal-hal gang bersilqt strategts d.q,n
berd.anpd.k lu(Is agar ditangguhkd\ terleblh
d.ahulu, tenna,suk tido,k dibenankqnngq. r7.embent1a'k
perc.turan pelq,ksq.nq. bdnt Sellg tid.ak dlbeno.rko,n
Wlo penwletggoro negara ,nf,lq.katkqn
pengq.nbila.n kebijakan st"qtegis gang ilqrqt
berdampak luo"s dengqn mend.as(rrk(rn pq.d,a
norma. lru 7 7/2O2O gang secarcl fomal teldh
ding atokan inkonstihtsional secdrq bersA drat tersebut" ;

5-4- Pertimbangan huktim Mahkamah dAlern angka g di atas,
telah menjelaskan terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja
sebagaimana termuat dalan bagian A]rrar Putusannya.
Dimana terdapat penekanan dalam frasa <r4rtfuak

Talrun, Mahkamah memberikan perintah kepada Pelaksala
Undang-Undang mcasu Pemerintah, yakni:

1) Pelatsanaan UV 11l2O2O yang berkaitan hal,hal yang
bersifat strategis dan berdarnpak luas agal.
ditargguhkar terlebih dahulu; termasuk

2) Tidak dibenarkal membentuk perattrrarr pelaksalaal
baru;

3) Tidak dibenarkan pula penyelenglara negara
melakukar pengambilar kebijakan strategis yang
berdarnpak luas dengan mendasarkan pada norma UU
tl/2O2O.

5.5. Artinya dalam memaknai keberlatuan UU 11l2O2O,
sebagaimana dalam 3 (tiga) perintah dalarn pertimbangan
hukum dari Putusan No. 91/PUU XUII/202O diatas,
haruslah dimaknai:

1) Seluruh PERATURAN PEI"AKSANA sebagai
pelaksaaaan UU 1ll2O2O, yang bersifat strategis darr
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berdampak luas agar DITANGGUHKAN terlebih
dahulu-

2) 'fidak dibenarkannya MEMBENTUK Peraturan
Pelal<sala Baru.

3) Tidak dibenarkal pula melakukal PENGAMBII-AN
KEBIJAKAN STRATEGIS yang dapat berdampak luas
sebagaimala dimaksud dalam UU 11l2O2O.

5.6. Kebijakan strategis yang dimaksud oleh Mahkamah
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 11 l2O2O, melipuri:

q. peningkatan ekosistem inuestasi ddn kegiqtan
berusaha:

b. ketenagekerjaan;
c. kemud.ahan, perlindungan, serta pemberdaAaan

koperasi dan UMKM;
d. kemudahan berusaha;
e. dukungan iset dan inouasi;
f. pengadaan tanah;
g. Kauasan ekonom;
LL inuestasi Pemeintd" Pusat dan percepetan prouek

strdtegis ndsional;
i. pelaksanaan administrasi pemeintahan; dan
j. pen4enaan so'nksi

5.7. Perintah Ma.Ilama]: Konstitusi tersebut tentunya bertujuan
untuk menghindari dampak lebih besar pasca
Putusan No. 91/PUU-XVIII l2O2O diucapkan dalam
persida]rgal yang terbuka untuk umtlm, dimana
Mahkamah telah menyadari telah muncul dampak yalg
besar saat Mahkamah Konstitusi memutus UU 1ll2O2O
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mcngikat secara bersyatat (Conditionatlu
Unconstitutional).

5.8. Maka beidasarkan uraian di atas, seharusnya keberlakuan
UU l1l2O2O tidak lagi memiliki daya laku dan daya ikat
sampai diperbaiki prosedur formiinya, mengingat
pelanggaran terhadap prosedur formil yang sangat berat.
Artinya terhadap pemaknaan Amar Putusan MK No.
91/PUU XUII/2O2O poin 4 yang menyatakart bah*,a UU
1l/2O2O II'aslh berlaku sepatutnya dimal<nai secara
eksistensi masih tetap eksis namun bersiiat
lnkonstitusional sampai Pembentuk Undang-Undang
memperbaiki Prosedur Pembentukannya dalam tenggang
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waktu 2 tahun sejak Putusan diucapkal dalam sidang
yang terbuka untuk umum.

5.9- Keberlakuan materi muatan UU 11l2O2O yang sudah tidak
merniliki daya ilat juga diperkuat dengan Pertimbangan
Hukum Mahkamah dalam Putusan No. lO3/PUU-
r.nllll2O2O, Paragraf [3.22] dan Paragraf [3.23], yang
menyatakan"

[3.22] Menimbalg ba]rwa berdasarkal amar Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomo. 91IPUU-XV[I/2O2O
tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah
dinyatakan inkonstitusiona-l bersyarat dan putusan
dimaksud memptrlyai kekuatal hukum mengikat
sejak diucapkan Sehineea- ter pernohonan

o tidak
dilaniutkan pemeriksaannya. karena obiek
Dermohonan vaJ}e dia Pemohon tidak lasi
sebasaillarra sut)stnsi r.rndane-undans vans
dimohonkan pensuiiannya. Terlebih lagi, dengal
mempertimbangkan asas peradilal cepat, sederhana,
dan biaya ringan [vide Pasa] 2 ayat (4) UndalgUndang
Nomor 48 Tahun 2OO9 tentang Kekuasaan
Kehakiman], maka terhadap permohonan penguiian
materiil a ouo haflrs takan kehilansan obiek:

[3.23] Menimbarrg ba]rwa terhadap hal-hal lain dari
Pemohon

sehingga tidak dipertimbangkan lebih laljut.

5.1O. Berdasarkan Pertimbangan hukum algka 5-9 diatas,
Mahkamah telah mengatakan bahwa permohonan materil
a quo harus dinyatakan kehilangal objek. Artinya materi
muatan UU 11/2020 tidat mempunyai kekuatan hukum
mengikat, karena apabila UU 77 l2O2O masih memiliki
kekuatan hukum mengikat seharusnya, terhadap
pengqiian materiil tetap dapat dilanjutkal pemeriksaan
mateii muatannya incasu tidal< kehilangar Objek.

5.11. Namun temyata, Putusan No. 91/ PUU-XVIII /2020
dimaknai berbeda dengan apa yang PARA PEMOHON
uraikal pada algka 5.1 s-d 5.10 tersebut diatas.
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5.12. Apabila kita melihat penjelasan Juru Bicara Mahkamah
Konstitusi Fajar Laksono dalam diskusi di Kompas TV
tanggal 26 November 2027 yarlg pada pokoknya
mengatakan baiwa Materi Muatan UU 1ll2O2O tetap
berlatu sampai pembentuk undalg undang, namun
melarang pemerintah untuk membuat kebijakan-
kebijakan strateBis termasuk pembuatan aturan aturan
pelaksana baru yang bersifat strategis da]rr berdampak
luas. (sumber: Youtube I(ompas TV, Judul: Mahkamah
Konstitusi Perintahkan Pemerintah dan DPR Revisi UU
Cipta Kerja, link: httos: / /voutu be/ GUUoZJvJeSU).

5.lJ- Demikian juga Pernyataan Presiden Republik Indonesia
yang disampaikan di Istana Negara, tanggal 29 November.
2021, yang pada pokoknya mengatakan: "Dengan
dinyatakan masih beriakunya UU Cipta Kerja oleh MK,
maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja
dan aturan sebelumnya tetap berlaku tanpa ada satu
pasal pun ya:rg dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku
oleh MK". (surnber: Youtube Sekr:etariat Presiden, Judul:
Keterangan Pers Presiden RI terkait UU Cipta Keda, Istana
Merdeka 29 November 2021. link:
https: / /voutu.be /vQBApvSs6Pe)

5.14. Artinya, jika mengacu pada penjelasan .Juru Bicara
Mahkarnah Konstitusi dan Pernyataan Presiden Republik
Indonesia, maka materi muatan UU 11/2O2O ,J],asl]n
berlaku dan dapat dilakukan pengujian ke Mahkamah
Konstitusi apabila terdapat hak konstitusional Warga
Negara incas PARA PEMOHON yang dirrrgikan atas
keberlakuan UU 11 l2O2O.

5.15. Akan menjadi sangat penting bagi Mahakmah Konstitusi
untuk memeriksa dan memutus serta menjawab
keberlakual materi muatan UU 11/2020 dengan
menyatal<an apakah Maikamah Konstitusi berwenang
menguji UU lll2O2O yang telah diputus dalam Putusan
No.91IPUU x\4 /2O2O.

5.16. Akarr menjadi pertaryaar, Apabila terhadap materi
muatan yang masih mempunyai kekuatan hukum
mengikat, dan menimbulkan kerugial hak konstitusional
bagi Warga Negara ir.casr PEMOHON, namul tidak dapat
diuji konstitusionalitasnya, bukankah itu merupakan
bentuk pelalggaran terhadap amanat Konstitusi?
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Terkhusus amanat UUD 1945 kepada Mahkamaah
Konstitusi vang memiliki peran sebagai Tle Guardian of
Constitutton, T'he Protector of Cttizens Con-stitutional Rights,
The P'rotector of Human Rights?

6. Bah&'a Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga
pengawal konstitusi (the guardian of constitution). ApablTa
terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan
konstitusi \inconstitutionat), maka Mahkamah Konstitusi dapat
menyatakan tidah mempunyai kekuatan hukum mengikat
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk
keseluruhannya;

7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution),
Mahkamah Konstitusi juga berrrvenang memberikan penafsiran
terhadap sebuah kctentuan pasatl pasal undang-undang agar
berkesesuaian dengan nilai nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah
Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang
undang tersebut merupakan tafsi. satu-satunya ltle sole
interpreter of constitution) yang memiliki kekuatar hukum,
sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu,
tidak jclas, dan/ atau multitafsir dapat pula dimintakan
penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berkenaal dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi
tersebut dan berdasarkan uraian atas keberlakual UU
11/2O2O dj atas, maka Mahkamah Konstitlrsi berBen.rng untuk
melakukan penguji.an Konstitus:ional Perubahan Pasal 53 ayat
(4) UU 3O/2O14 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 aigka 6
uu tt /2o2o.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak lrang menganggap
hak dan/atau kewenangal konstitusionalnya dirugikan oleh
berLakunya undang-undaag, yaitu:

a. peroranqdn wNl;
b. kesatuan masgarakdt lukum adat sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masgarakat
don pinsip negara kesc"h)an RI Aang diatur dalam
undang-undang;

1
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c. badan hukum publik dan pivat, atau;
d. lembaga negara".

Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukaa PEMOHON dalam
Pasa1 4 ayat (U Peraturan Mahkar:nah Konstitusi No. 2 Tahun
2021 tentang Tata Beracara dalan Perkara Pengujial Undang-
Undang (Se1a{ut!ya disebut PMK 212(,2Ll, menyata_kar:

Permohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
adalah Pihak gang menganggap hak dan/ atau kewenangan
konstitusionalnga dirugikan oleh berlakuknga undang
undang dtdu perppu, Aaitu:
a. Perorangan uarga negclrct Indonesia dtdu kelompok

orang gang mempungai kepentingan sama;
b. Kesahtan masqarakctt lukum adat sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan tuasgarakat
d.an pinsip Negara Kesatuan Republik Ind.onesia gang
d ia ru r dal am u nd a n g-u ndan gt ;

c. Boddn hulalm Wblic atau badan l kum piuat; atau
d. Lembaga negara.

Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon yang menganggap Hak
dan/ atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang undaig, menalrut Pasal 4 ayat (2) PMK
2/2021 darL Putusail Mahkamair Konslitusi Nomor 0O6/pUU
IIII20O5 dan Nomor 011/PUU-Y l2OO7, apabila:

d. Ada l&k darL/ atau kerLtenangan konstihisional Pemohon
gang diberikon olch UUD 1945.

b. Hak dan/ atau keuenangan lconstituslonal Pemohon
dintgikan oleh berlakanga undang undang dtdu perppu
gang dimohonkan pengujian;

c. Kerugian konstiausional dimaksud bersifat spesifik
fthusus) dan dktual atau setidak tidaknAa potensial
Aang menurut pe\aloran gang wajar d"apat dipastikan
akan terjadi;

d. Ada Lwbungan sebab akibat antard kerugian
kon-stihsi,,nal dan berlakunga undqng-undang atau
Perppu gang dimolnnkan pengujiary dan

e. Adqnaq keirullgkinan bahtoa dengan dikabulkannga
PentohonaL kerugion konstitusionol seperti gang
did.atilkan tid.ak tagi atau tid.ak akan terjadi.

3
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4 Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHOII telah diatur,
dijarlin dan dilindungi dalarn Undang-Undang Dasaf Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 19451 sebagai berikut:

Pasal 2aC Ayat 12) IIIID 1945, yang menyatakan:

Setiap orong berhak ratttu,k mem<fiukdn diringa dalam
n haknw secara kaleldif untuk

membdngun masgarakat, bongsa, dan negaranga

Pasal 2aD ayat (U UIID 1945, yalg menyatakan:

"Setiap orong berhak qtq.s lEngahnn, iaminary
perlindurlgan" dqn lee?asfian huktm gatg adil serta
perlafutan gang sama dihadapan latkltnl"

XEDTJDSXATI IIITI.TTU (Lrcrt S"axDrlEl

Bahwa PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Peoduduk (Buki
P.3 - KTPI, yang berprofesi sebagai advokat pada organisasi
Kongres Advokat lndonesia yang dibuktikal dengan
Kepemilkikan Kartu Keanggotaal Advokat lBu&i P.4 - KTA
KAI) yarrg disumpah pada Pengadilar Tinggi Wilayah Jawa
Barat yang dibuktikan dengar Berita Acara Sumpah (Buktl
P.5 - BASI;

Bahwa PEMOHON II adalah perseorangan Warga Negara
Indonesia lBufdi P.6 - KTP] dan trekerja seb"gai Peneliti Pusat
Studi Huku:rn Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Im [Bukti
P.7 - Surat Keterarganl,

Bahwa PEMOHOtrt m ada]ah Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengaa Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Buldl
P.a - KTPI, sebagai Mahasiswa yang dibul<tika! dengan
Kepemilikian Karlu Talda Mahasiswa (KTM) (Buht P.9 - KTMI
darr saat irri menjabat sebagai Ketua Badal Semi Otonom
(BSO) Korps Pergerakan Mahasiswa lslam lndonesia Putoi,
Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa
Khidmad 2027-2022. {Bt'trtt P.lO - SK Perg.ngL'f.t d.rr SK
Kepengurusad.
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8 Bahwa sebagai Wa.rga Negara PARA PEMOHON telah
mernenulf sya,rat sebagai PEMOIIOI{ berdasarkan Pasal 51
ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstiftrsi dar Pasal 4 ayat
(1) huruf a PMK 2/2021.

KERUGIAIT KONSTI?USIONAL PEXOHOT{

Baht-a untuk memcnufri syarat untuk dapat rnerjadi Pemohon
Pengujian Undang-Undang di Matrkamah Konstitusi, PARA
PEUOHON harus memenuhi s).arat sebagaimana ditentukan
daiam Pasal 4 ayat 12) PMK 212021

1O. Bahwa PEMOIIOf I set agai Advokat telah menerima Kuasa
dari Klien (Bukti P.11 - Surat Kuasa) urtuk mengajukan
pennohonan keprda Dirjen Administrasi Hukum Umu:rr
Kementerian Hukum dan HAM untuk memohonka.n
menerbit-kan keputusan TUN dengan tanda terima surat No.
OO2O, 16aaggal 1 Februa-ri 2021 {Bukti P.12 - Talda Tertmal.
Narnun oleh Dirjen Administrasi Hukwn Umum Kementeriar
Hukum darr IIAM tidak dibalas melewati tenggat waltu 10 hari
berdasarkan Pasal 53 Ull 3O/2O14, yang kemudian diubah
meqiadi tenggat waktu 5 hari datam Pasal 53 ayat (2) UU
3O/2O14 sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU
t1l2a2o;

11. Bahwa PEMOHON I kemudian mendapatkan Kuasa kembali
dari Klien (Bu&ti P-13 - Surat Kuasal untuk m€ngajukan
upaya Fildif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara [P1'uIg
urrtut memperoleh putusan penerimaar permohonan, Namul
setelah PEUOHOII I mempelajari Pasal 175 angka g ltl
1l/2O2O yarrg menrba-h ketentuan Pasal 53 UU 3O12O74,
dengal penalaral yang wajar, PE OHOII I menilai bahwa
PTUN tidak dapat lagi memeriksa, mengadili da1l memrrtus
permohonan Fiktif Positif, karena ketentuai norma a quo telah
menghilalgkan kewenalgal PTUN dalae menangani
permohonan Fiktif Positif .

12. Bahwa padahal ketentuan a quo menyatatan bahwa apabila
dalarn batas waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2),
Badan dal/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan
dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindal<ar.r
pernohonan dianggap dikabutkan secara hukum.

13



13. Bahwa Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU 30/2014 sebelum
diubah dalarn Pasal 175 aigka 6 UU 1112O2O, menyatakan:

Asqt (3)
Apabila dalam batas uaktu sebagaimana dimaksutl pada
agat (2), Ba.lc.n dan/ atau Pejdb.Lt Pem.eintahcLn tidQk
menetdpkan d@n/ atau melakukan Kepuhtsan dan/ atau
Tindakan, maka permohonan tersebut diangg.lp dikabulkan
secara hukum.

Agst (4)
Pemohon mengajukan pennolnnan kepada Penqqdllan
untuk memberolell putusan penerimaan permohonan
sebagaimana dimaksud pada aAat (3).

14. Bahwa ketentuan norma Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU
3O/2O14 tersebut, kemudian diubah mer{adi menjadi 1 (sah:)
Pasal yaloei Pasal 53 ayat (4) sebagaimana termuat dalam pasal
175 angka 6 UU 11/2O2O, yang men5ratakan:

Apabita dabm bala.s ualtllt sebagaimana dimaksud pada
aAqt (2), Badqn dan/ atou Peja.bat Pemerintalan tidak
menetapkott don/afer! mektktksrt KeWhBan d.an/ ata
Tind.akan, permolwnan diarqgap dikabulkan secara taistm

15. Balrwa dalam ketenruan nortrra a quo tidak mengatur kemana
permohonan untuk memperoleh putusan penerimaal
permohonan tersebut, kal'ena dalarn ketentuan a quo
menghilangkan Pengadilan sebagai pihak yang memutuskan
penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara
hukum.

16. Bahwa terhadap penghapusan kewenangal Pengadilal incasu
Pengadilan Tata Usaha Negara r:ntuk memberikatr Putusan
atas Pernohonan yang diarggap dikabulkan secara hukum
menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum.

17. Ba-hwa atas dasar inilah sehingga PEMOIIOII I tidak dapat
menempuh upaya untuk mendapatkan putusan penerimaa-n
permohonal yarg diajukan oleh PEUOEOII I kepada Dirjen
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum darl HAM
untuk memohonkal diterbitkanrrya keputusan TUN pada
tanggal 1 Febflaari 2o21 yang oleh Dirjen Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan HAM karena tidak dibalas
dan telatr melewat-i tenggat waktu 10 hari menurut pasal 53
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UU 3O/2O14 ataupun tenggat waktu 5 Hari menurut
Perubahan Pasal 53 UU 3O/2O14 sebagaimala diubah dalam
Pasal 175 angka 6 UU 11/2O2O.

18. Bahwa dengan tidak terdapatnya ketentuan norrna yang
mengatur tentang kewenangan pengadilan incasu Pengadilan
Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 53 UV 3O/2O14

diubah dalam Pasal 175 arrgka 6 UU t1/2O2O,
mata PEMOHON I menjadi tidak bisa menempuh upaya Fiktif
Positif ualtuk membeLa Kepentingar Ioien. Sehingga dalam hal
ini PE OHOI{ I tidak bisa menjalankan tugas dan arnanat
yang telah diberikan oleh Klien untuk bisa mendapatkan
kepastian hukul untuk memperoleh putusan peneriEaal
permohonan. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonal PEMOIIOI{ I, maka dalam
penalaran yang wajar PEUOHOI{ I tidak akan mengalalBi
kerugian dikemudian hari

19. Bah$,a PEHOHOIT II memiliki concern pad.a penyelenggaraan
administrasi termasuk upaya kontrol terhadap pelayanan
publik, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme melalui
penelitian dan advokasi.

20. Bahwa oleh karena gerak langkah setiap peneiiti didasari oleh
nilai-nilai luhur kehidupan, marka setiap insan peneliti akan
selalu melakukan penelitian, pengembangan dan pengkajian
serta dapat berperan secara aktif sesuai dengan tahapan yang
telah ditetapkan untuk dapat beriskap aktif termasuk melalui
upaya hukum di lembaga Peradilan menguji suatu undang
undang.

21.. Ba.hwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa
PEMOHOII II merupakan perseorangan warga negara
pembayar pajak serta @nern darr memiliki rekara j"jak yalrs
menunjukan kesungguhan terhadap isu-isu pada
penyelenggaraan administrasi termasuk upaya kontrol
terhadap pelayanan publik, serta prinsip-prinsip
konstitusionalisme UUD NRI 1945.

22. Bahwa PEMOHON II selain memiliki hak konstitusional,
PEMOIIOII II memiliki hal< konstitusional untuk memajukan
did pW()HOn II del.rn hak pEIOEOII II
secara kolektif untuk membangun maayarakat, bangsa, dal
negara sebagaimala diatur dalar:n Pasal 28C ayat (2) UUD I{RI
1945 5rang menyatakan:
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" setiap orang berhak unhtk memajukan diinya dalam
memperjuangkan hakngo secara kolektif untuk membangun
masAarakat, bangsa, dan negarangd .

23. Bah*.a PEUOHOI{ II mengajukan permohonal a guo sebagai
salatr satu bentuk pelaksanaan Dhar:ma dalam pendidikal
Tinggi (PSHK FH UII sebagai Pusat Studi yang ada di wilayah
Pergr.ruan Tinggi) meliputi: (1) pendidikan da:r pengajaran; (2)
penelitian; (3) pengabdian kepada masyarakat; dan (4) dakwah
isiamivah.

24- Bahwa dalam meLaksalakan tugasnya, tentunya PEMOHOI{ II
kerap berhutrungan dengan urusar administrasi
pemerfurtahan, dal dalam penalaran yalrg wajar berpotensi
secara pasti untuk melakukan upaya Fiktif Positif. Artinya
dengan adarrya ketidakpastian terhadap upaya Fitrrtif Positif
seba€aimana diatur dalam ketentuan nofina a quo, ma_ka
dapat merugikan hak konstitusional PEMOHOII II dalam
menjalankan tugas dart aktivitasrrya saat rnel^ksanak^rr
penelitial dal advokasi datam lingkup urusal adninistrasi
pemerintahal.

25. Bahwa maka dengan dihapusnya kewenangan Pengadilarr
ircasu PIUN delaarr ketentuan norsla a quo, menyebabkan
PEMOHOIY III atan mengaiami kerugian konstitusional karena
tidak dapat menempuh upaya Fiktif Positif.

26. Bahwa PEMOHON III adalah mahasiswa Fal<ultas Hukurn
Universitas Natrdlatul Ulama Indonesia, dar1 sedaig meqjabat
sebagai Ketua Badal Serni Oto{tom [BSO) Korps Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisa-riat Universitas
Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021-2022.

27- Bahwa sebagai mahasiswa darr ketua Korps Pergerakan
Mahasiswa Islam Indo(Iesia Putri, PF,UOHOII 1q msmiliki
tanggung jawab untuk melakukal adyokasi yang dalarlr
penalaran yang wqjar akan dilakutan terutama pada lingkup
urusan a.ltnin i sfrasi premerintahan.

28- Ba}lwa a-rtinya dalarn pena-lafan yang wajar PEMOIIO III
akan oenemputr upaya Fiktif Positjf dalan melaksalakan
tugas nya sebagai Ketua Badan Semi Otonom (BSO) Korps
Pergerakan Mahasiswa Islarn Indonesia Putri, Komisariat
Urrivercitas Nahdlatul U1ama Iadonesia masa Khidmad 2O21-
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2022. llIaka dengan dihapusnya kewenalgan Pengadilaa
inco-su PTUN daiam ketentuan norma a quo, menyebabkan
PEIIOEOIII III akan mengalami kerugian konstitusional.

29. B,a}rwa. oleh karena konstitusional yang telah
dijabarkan telah nyata dialami PEtrIOHON I dalr bersifat
Potensial dalan penalaJan yarg wajar al<an dialarni oleh
PEUOHOII II darr PE OHO![ Itr, Eaka PARA PEIOEOX
memiliki kedudukan hukum (teg@l stardingl sebagai
PEIUOI{ON Pengujiar Undang-Undang daTam perkara a quo
karena telah memenuhi ketentua! Pasa-l 51 ayat [1) UU
Mahkamah Konstitusi beserta Penjel,asannya dan syarat
kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang .lelarn PMK
Pasai 4 ayat (2) PMK 2/2021 dat Putusan Mahkarnair
Konstitusi Nomor OO6/PUU-III/20O5 darl Nomor Ol1/PUU-
v l2oo7.

III. ALASAN PERMOHONAJT

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh

PEMOHON, yakni:

Pasal 53 ayat (41 Iru 3Ol2Ol4 sebagaimarra diubal dalam
Pasa1 17S argLq 6 Iru 11/2O2O, yang menyatakan:

"Apabita dalam batas uaktu sebagaimana dimaksud pada
aAat (2)', Badan dan/ atau Pejabat Pemeintahan tidak
menetapkan dan/ atau melak ko,n Keputusan dan/ qtau
Tindakan, permohonan dianggap d"ikabulkan secara
tutbtm."

Sepanjang tidak dimaknai:

'Melalui Pengaclilan uituk memperoleh putusan
peneimaqn pennolbnan"

Bertentangan UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

'Negara Indonesia ad.alah Negara Hulanm"
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Pasal 28D ayat (l), yaDg metryataka!:

"Setiap ofl:olg berhak atas pengakuan,
perlindungan, dan kepastian lrukum gang
perlaktan gang sama dihad.apan httktm"

JAmman,
adil serta

Pasal 24 ayat (2), yaDg merrJrata.Lan:

"IGluasaat kehakitnttt dilalorken deh sehnh Mahlcqnall
Agung dfrt badot peradilan gang Lrcmd.a dbaualmga dalam

litrglungqrl nilner, lingkngan peradilan tqtq usalu
Nqwo" d$t oleh ebuahlulahlwruhlbnstihtsi"

Sehingga bunyi Ketentuan Norma Pasal 175 angka 6 UU 1l /2O2O
yarrg mengubah Ketentuan Norma Pasal 53 avat (4) UU 3O12O14,
selengkapnya sebagai berikut:

"Apabtla dalam batas wakht sebagaimana d.imdksud pada
aAat (2)', Baddn d-an/ atotL Pejabat Pemeintahan tidak
menetapkan dan/ attau melaktkan KeputL$an dan/ atau
Tindakan, permohanan dianggap d"ikabulkan secara huklm,
melalui Pengadilan untuk memperoleh putusdn penerimaan
pennohonan.'

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal a qto yar'g bertentanflan
secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa UU LL/ZO2O tentang Cipta Kerja telah mengubalr
ketentuan-ketentuan norla d^larn UU No 3O Ta_hrrn 2O214
tentang Administrasi Pemerinta_han (Selanjutlya disetut IrU
3ol20l4L salah satunya merubah Pasal 53 UIJ 3O/2OI4.
Perubahan tersebut telnuat .lalarn Pasal 775 UU 11/2O2O-

2. Bahwa Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 30/2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang Batas waktu
kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan berlaku. Dimana
jika Ketentuan peiaturarn perundang undargan tidak
mengatur batas waktu kewajiban, maka Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan / atau melakukan
Kcputusan dan/atau tindakan dalam *.aktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Apabila
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dalam batas $,aktu sebagaimana dimaksud, Badan dan/atau
Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/ atau melakukan
Keputusan dar.f ata.u Tindakan, maka permohonan tersebut
dianggap dikabulkan secara hukum (Vide Pasai 53 ayat (1),
a,'*at {2), ayat (3) UU 30/2014).

3. Bahwa selanjutnya, Pasal 53 ayat (a), ayat (5) dan ayat (6) UU
30 12014 mengatui tentang Pemohon mengajukan permohonan
kepada Pengadilan untuk memperoieh putusan penerimaan
permohonal sebagaimaia dimaksud, dan pengadilan Wajib
memutuskan permohonan paling lama 21 {dua puluh satu)
hari kerja sejak permohonan diajukarl. Kemudial Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahal wajib menetapkan Keputusan
untul< melaksalakan purusan Pengadilal paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. Upaya ini
secElra umum disebut Upava Fiktif Positif melalui Pengadilan
Tata Usaha Ncgara {PTUN)

4. Bahwa untuk mengatur lebih lanjut mekanisme upaya Fiktil
Positif di PIUN, Mahkamah Agung Republik Indonesia
menerbitkal Pe.aturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh putusan
atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapat&an Kcputusan
dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat pemerintaharl,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahakamah
Agung No. 8 Tahun 2Ol7 tentaflg Pedoman Beracaia untuk
Memperoleh Putusan atas Penerimaan permohonan Guna
Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindatai Badan atau
Pejabat Pemerintahan (Perrna 8/ 2017)

5. Bahwa perubahan Pasai 53 UU 3Ol2O14 yang termuat dalarn
Pasal 175 UU ll/2O2O, telah menghapus kewenangan
Pengadilan rncasu PTUN untuk memberikan putusan, yakni
menetapkan Penerimaal Permohonan yang dianggap
dikabulkan secara huktua, guna Mendapatkan Keputusan
dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

6. Bahwa diterbitkannya UU 17/2O2O telatr merubah 79 Undang
Undang dari 12 Cluster, salah satunya adalah Ketentuan
Norma a quo. Sebagaimana kita ketahui bersama,
pembentukan UU 11/2O2O yang bermasatah, "Ugal-Uga1al"
secara formil, juga memiliki persoalan secara materiil, mulai
dari banyaknva satah ketik, salah rujuk, bahkal ada
ketentuan yarg tidak lengkap, sehingga menimbulkan
kekosongan hukum dalam pemberlakuannya.
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7. Bahwa perubahan ketentuan Norma a quo, sebagaimana dapat
dilihat pada tabel di baualr ini:

Pasal 53 Iru 3Ol2Ol4
sebelum Perubahaa

Pasal 53
Sebagai!Eana
Pasal L7S
rLl2o2o

Iru 3Ol2Ot4
diubah dalam
angka 6 lru

(1) Batas waktu kewajiban
untulr menetapkan
dan/atau melakukal
Keputusan dan/atau
Tindakan scsuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangal.

{2) Jika ketentuan peraturan
perundang-undangal
tidak menentukan batas
\.vaktu kewajiban
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka
Badan dan/ atau Pejabat
Pemerintahan *,ajib
menetapkan dan/atau
melakukal Keputusan
dan/atau Tindakan
dalam waktu paling lama
lO (sepuluh) hari kcrja
setelah permohonar-r
diterima secara lengkap
oleh Badal dan/atau
Pejabat Pemerintahar.

(3) Apabila dalam batas
waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak
menelapkan dan/atau
melal<ukan Keputusan
dan/atau Tindakar-r,
maka pernohonan
tersebut dianggap

(1) Batas waktu kewajiban
untuk menetapkan
dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau
Tindakan diberikan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang,
undangal.

(2) Jika ketentuan peraturan
perundzrng undangan tidak
menentukan batas waktu
kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahat'r wajib
menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan
dan/atau Tindal<al dalam
wal<tu paling lama 5 (lima)
hari kerja setelah
permohonim diterima
secara lengkap oleh Badan
dan/ atau Pejabat
Pcmerintahan.

(3) Dalam hal permohonan
diproses melalui sistem
elektronik dan selurrrh
persyaJatan dalam sistem
elektronik teiair terpenuhi,
sistem elektronik
menetapkan Keputusan
dan/atau Tir.rdakan sebagai
Keputusan atau Tindakan
Badan atau Pejabat
Pemerintahan yang
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dikabulkan secara
hukrrm.

(4) Pemohon mengajukan
pernohonan kepada
Pengadilan untuk
memperoleh putusan
penerimaan permohonan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib
memutuskan
PermohonaII
sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling larna
21 (dua puluh satu) ha.i
kerja sejak permohonan
diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib
menctapkan Keputusan
untuk meiaksanakan
putusan Pengadilan
scbagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling larna
5 (lima) hari kerja se.jak
putusan Pengadiial
ditetapkan.

berwenang.

{4) Apabila dala.n batas &.aktu
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)', Badari
dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak
menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan,
permohonal dianggap
dikabuikal secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai bentuk
penetapan Keputusan
dan/atau Tindakan yang
dianggap dikabulkan secara
hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat {3)
diatur dalam Peraturan
Presiden.

8. Bahwa dengan demikian terhadap perubahan Pasal 53 UU
30/104 sebagairnana termuat dalam Pasal 175 algka 6 UU
11/2O2O, teidapat beberapa perubahan substansi pokok
yakni:

1) Terdapat Perubahan waktu dari "Paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja" menjadi "Paling lama 5 (lima) hari kerja';

2) Terdapat penambahan obvek permohonal yang diproses
melalui sistem elektronik;

3) Terdapat penambahar.r pihak yang diberikan kev'enalgan
untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan yang
dianggap dikabulkan secara hukum atas permohonan yang
diproses melalui sistem elektronik, yang pengatural iebih
lanjut diatur dalam Peraturan Presiden
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4) Penghapusan kewenangan Pengadilan iacasz Pengadilan
Tata Usaha Negara untuk menetapkan keputusan
danf atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara
hukum atas Pe.rnohonan yang diajukan tidak melalui
sistem elektronik.

9. Bah*,a perubahan atas Ketentuan Pasal 53 UU 3Ol2O14
dilardasi atas keinginan pembentuk Undang Undang untuk
memasukal sistem elektronik dalam mengajukan permohonan
ke Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terkait dengan
sistem perizinan demi ter*.ujudlya efisiensi perizinal yang
dikeluarkan oleh Badal dan/ atau Pejabat Pemerintahan. Ha1
tersebut dapat dilihat dalam ketentuan norma Pasal 53 ayat (3)
UU 3O/2O14 sebagaimana pemba1lar dalam Pasal 175 angka 6
UU 1l /2O2O yang menyatal<an:

"Dalam hal permohoncil diproses melalui sistem elektronik
dan seluruh persAaratdn dalam sistem elelctronik telah
terpenuhi, sistem elektranik menetapkon Keputusan
dan/ atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tinclekan
Badan atau Pejabat Pemeintahan Aang benuenang"

10. Bahwa terhadap tindak lanjut mengenai bentuk penetapan
Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan
secara hukum sebagaimana dimaksud pada ay'at (3) diatur
dalarn Peraturan Presiden (vide Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014
sebagaimana termuat dalarn Pasal 175 angka 6 UU 11l2O2O).

1 1. Bahwa perlu diingat dalam urusan administrasi pemerintahan,
bentuk permohonan terhadap Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak hanya pada urusan Perizinan yang
menggunakan sistem elektronik, namun masih banyak
permohonanpcrmohonan dalam LtrLlsan administrasi
pemerintahan diluar dari urusan perizinan yang menggunakan
mekalsisme konvensional.

12. Bahwa ha1 tersebut dapat kita lihat dalam pengaturan pada
ketentuan Norma Pasal 53 ayat (2) UU 3Ol2O14 sebagaimana
yang telah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2O2O,
menyatakan:

J[ka ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
menenhtkan bdtas wakht kewajiban sebagaimana
dimaksud pada aAat {1). Badan ddn/ atau Pejabat
Pemeintahan uajib menetapkan ddn/ ateu melalankan
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Keputusan dan/ atau Tindakan dalam uaktu paling lama 5
(lima) hai kerja setelah pennohonaft diteima secarcL
lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemeintdh.tn

13. Bahrva lebih lalrjur dalam Perubahal Pasal 53 ayat (4) UU
30/2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 175
angka 6 UU 1112O2O, menyatakan:

"Apabila dalam batas wakht sebagaimana dimaksuil pada
agat (2)', Batlan dan/ atau Pejabat Pemeintdhan tidak
menetdpkan dat/ atau melaktkant Keputusan dan/ dtau
Ttndakan, permohonan dianggap dikabulkan secare
hukum."

14. Bahwa artinya bahwa pembahan Pasal 53 UU 3Ol2O14
sebagaimana diubah clalam Pasal 175 argka 6 UU 11/2O2O,
masih memberikan ruang bagi warga masyarkaat untuk
mengajukal permohonan dalam urusan administrasi
pemerintahan secara konvensional (pcrmohonao tertl is /
surat non elektronik) yang apabila tidak dibalas oleh Badalr
dan/atau Pejabat Pemerintahan selama 5 hari maka terdapat
upa_va Fiktif Posidfyang dapat ditempuh sebagaim.rna diatur.

15. Bahwa namun yang menjadi persoalan adalah terdapat
kekosongan hukrrm yang diakibatkan ketentuan norma a qzo
menghilalgkan peran Pengadiian incasu PIUN untuk me utus
penerimaan permohonal yalg dianggap dikabulkan secara
hukum.

16. Bahwa kekosongan hukum tentang siapa dan bagaimana siapa
dan bagajmana serta kematra proses untuk mendapat1<an
putusan untuk memperoleh putusan penerimaan pefinohonan
yang dianggap dikabulkar secara hukum dibuktikan dengan
putusan PIUN 1.alg pada pokoknya memutus tidak menerima
permohonan pemohon karena PIUN sudah tidak berwenang
untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Fiktif
Positif. Terhadap beberapa Putusan PTUN dapat dilihat pada
tabel di bas,ah ini:

No PTUN Putusar PERTIMBAI{GAN HUKUM

1 PIUN Palu t5 /P IFP 12021
/ PTU N. PL

(Permohonan

Bahtua ketentuan
ketentuan Pasal 53
Undanq-Undanq Nomor 30
Tdhun 2014 Tentanq
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Pemohon Tidak
DiLerirrla)

Aclm[nistr asi Pe meinta han
telotL diubah oletL Pa.sa|
175 o.nqka 6 Undanq-
Undanq Nomor 11 'fahun
2A2O Tentang Cipta Kerja;

Bahua di dalam ketentuan
Pas.rl 53 tlnclang Undaftg
Nomor 30 Tahun 2014
ljang teldh diubah
berdasarkan PasaL 175
dnqka 6 Undanq-Undaru)
Nar/Lor 77 'falrtn 2a2a
tentdnq Cipta Keria, tiddk
diatur laqi tLenqen.ai
k'.eutenanrqan lJal'Lq
diberkan kepada
Penqadilan Tata Usaha
Neqdra untuk memutus
ttlellendi pefinohorLcltt
kepada Penqadilan Tctt.L
Usaha Neqara untuk
metflulus nlel+)enai
pemohonan kepada
Penqadilan ulLtuk
memPeroleh putusarL
p e ne imaant p ermo honant.

Bdhua ketentuan Pasal
185 lLu/11f b Undanq
Undane Nomar 11 Tahun
2020 Tetianq Clpta Keria
tnenlJatdkan, bahtoa:
'sernua petaturan
7:elak^sana dai Unclang
IJndanq qanq telah diubah
oleh Ltndang ULdang ini
dinyatakan tetap berlaku
sepatliarlLt tidak
bertentanqdtt denclrtrt
Undanq Undanq tni...",
s e h,itq rl a denq an deitikian
Pefina Nomor 8 Tahtn
2017 tentanq Pedoman
Beracaro Ut'Ltuk
Memperoleh Putusgn Atas
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Peneimaan Pennoltonan
Q4rryy Mendapatkant
KeDutusan ddn/ atu1u
TtndakatL Baddn Atau
Peiabat PeftreilLtdhdn
tidak dimunqkinantkan
u/1lui- dil.erapkan o{eh
karen-a ahctn pada
Prrsr/l iJ Atdatlq-UrLdanq
Notftor 30 Tahlol 20 11
tentclnq Administrasi
Penlerh'LtdhdtL hctttt.tct
menentukanl bahlra satu
saturLud tindakan

sesual d
dilakukan terhadat)
Penrtohonat urLtuk
diterapkannua daft/ atau
dilal<:Jkannlld KeputusatT
dglLl ciau Tindokatt
kepada dan/ atau
Peiabat PemeintahatT
Uonq telah diatqqo4
dtkctbulkan secara hukun\
aitl) adalcth denqant

geqera ditetapkan atau
rTilaks analcar aleh badan
ddn/ cltau uanq
bqrs anqkuten sesual
denqan u diatur datl
ditentukan oleh Peraturan
Presidert

llenitub&ng. bahu'a
berdasarkan afakta-fakta
tersebut di atas ddpdt
disimpulkan bahwa
Pengadilan Tdta Usaha
Negara tid.ak benoenang
lctgi untuk meneiksq
memut s dan
menlJelesaikan sengketd
pemohonan untuk
ditetapkannga dan/atau
dtlakukannga Keputusan
ddn/atau Tindakan
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kepada Badan dan/ atou
Pejabat Petueintahan
Aang teldh dianggap
dikabulkan secara htktm
pasca diundangkan dan
berlalotnga Undang-
Undang Nomor 11 Tatun
2020 Tentang Cipta Kerja

2 PTUN
Semaralg

2 /P IFP 12021 I
PIUN.SMG

(Permohonan
Pemohon Tidak
Diterima)

Menimbang, bahwa
meskipun Peraturan
Pelaksanaan dai Undang-
Undang yang tetah diubdk
dalam hal ini Pasel 53
Aang berkaitan dengan
filctif positif secara klntsus
Aang ditentukan memarlg
tidak ada, namurl
Mahkamah Agung telah
menetapkan PERMA Nomor
B Tahun 2017 sebagai
pedoman beracara unhtk
pengelesaian perkara fiktif
positif sehingga PERMA
tersebut pahtt dipandang
sebagai Peraturdn
Pelaksanaan dai Pasal 53
LruAP aang telah diubah
dalam Pasal 175 angka 6
W Cipta Kerja tersebut,
sehinqqa oleh karena WI
Ci)ta Keria telah
menahapus kewenanqan
Penqadilan dalam
menqadili perkara fiktif
positif, maka PERMA
Notnor B TalMtL 2017 juga
perlu disesuaikan.

Menimbang, balruta d.ai
uraian pertimbdngan di
atas, denqan
diundanqkannua UU Cipta
Keia dipalLami
btthwa pembentuk
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lesaian
persoalan fiktif oositif
tersebut la.qi melatui
proses pera.dilan. nanrutn
cakuo secora
admini"stratif denqan
cara/bentuk uanq
ditenhikan melalui
Perqturan Presid.en Oleh
karena itu, sekalipun
masih terdapat u)arga
masAarakdt Aang
berkehendak mengajukan
perkara fiktif positif ke
Pengadilan Tdtd Usaha
Negara, tidak serta merta
menjadikan keuenangan
Pengadilan menjad[ tetap
ada, dengan aldsan
Pengadilan dildrarlg
menolak untuk metueiksq
mengadili ddn memutus
suatu perkara
sebagaimana ketenhtan
Pasal 1O Undang Undang
48 Talan 2OO9 tentang
Kekuasaan Kehakimant,
namun demikian sebatas
tata cara penanganan
pendafiaran perkdra fiktif
positif gdng tetap dtajukan
oleh utarga rnasgarakat ke
Pengadilan Tatd Usaha
Negara tersebut, sampai
saat ini tetap berped.oman
pada PERMA Nomor I
Tahun 2017, lal tersebul
sesuai pula dengdn Surat
Edaran Drektur Jenderal
Badan Perurlilan Militer
Dan Peradilan Tata Usaha
Negara Nomor 2 Talrun
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202 1 Tentang Penangqnan
Penddft ar@n Perk ar a UnhLk
Memperoleh Putusan Atds
Penerimaan Permohonqn
Cund Meiclapatkan
Keputusan Dan/ Atau
Tindakan Badan Atau.
Pejabat Pemeintahan
Pasca Berlalanny a Und.a ng-
Undanq Nomor 11 Talatn
2O2O Tentqng Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa
berdasarkan selurult
petlimbangan hukum di
atas, makd dengan
demikion Majelis Hakim
berkesimpulan bahtoa
dengan telah
diundangkannya W Cipta
Kerja, Pengadilan Tata
Usaha Negara secara
absolut tidak lagi memiliki
keuenangan untuk
memeiksa, memutus dan
menyelesaikan perkara
fktif positif sebagaimana
aang diajukan oleh
Pemohon dalam Reqister
Perkara Notuor:
2/ P/FP/ 2O21/ PTUN.SMG

3 PIUN

Jakarta

6/P /FP /2021/
F'IUN.JKT.

(Permohonan
Pemohon Tidak
Dapat
Ditedma)

Menimbang, bahuta
keutenangan Pengadilan
haruslah ada dasar atau
suilbemAa yang dibeikan
oleh suatu ketentuan
peraturan pentndang-
un(Lat7gan, hal ini sejalan
dengan asas legalitas
gakni tanpa ada dasar
weLoenang Aang d{beikan
oleh suqtu perahlran
pentndang undangan,
maka Pengadilan tidak
akan memiliki wewenantq



untuk memeiksa,
rnengadili dan
menyelesaikan perkdra
maupun pennohonan gang
diajukan kepadanqa

Menimbang, bahtL,a
dengan rnencennati secard
harfiah atdu lettervk
ketenhtan dalam Pasal 175
angka 6 {'A Cipta Kerja
dan penjelasannA a, maka
menurut Majeli.s Hakim
ticlak diperlukan tafsir ldgi
dalam memahami
ketenhlan tersebut karena
secard tegas telah
menghapus ketenh)an agat
{a) dan (5) dalam Posal 53
LIU Administrasi
Pemeintahan, maka tidak
ada lagi upaAa huldtm
Aang dapat dilalatkan oleh
Pemohon :u.rrh;'k
mengajukan pennohonan
kepada Pengadilan Tata
tlsaha Negara untuk
memperoleh putusan
peneimaan pennohonan,
dengan demikian
Pengddilan Tata Usdha
Negara tugo tidak
berLuenang lagi unt k
memeiksa, memudts ddn
mengelesaikan
permohonart untuk
memperoleh Puh)so'n atas
peneimaan pennohonan
guna mend,apatkan
keputusan dan/ atau
tindakan Badan atau
Pejabat Pemeintahan;

Menimbang. bahu'a
demikian pula setelah
mencermati dan
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memahami keseluruhan
daktm ldtar belakang,
maksud dan fi1juan, ruang
linglatp, dasar, dan isi dai
Srrat Edaran Direktur
Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata
Usaha Negara Nomor 2
Talu.n 2021, hantslah
dim aknai s eb ag ai petunjuk
bagi Pengadilan Tatc:
Usaha Negara untuk tetap
meneima dan meregister
perkara A)endngc:nan
pendafiaran perkara)
bilamana masAardkat
pencai keadilan mdsih
ada ljdng berkeinginan
untuk mendafiarkan
p er kar a p e rmolanan untu k
memperoleh putusan atas
peneimaaft pennohondn
gund mendapatkan
keputtsan dan/ cLtau
ttndakan Badan atau
Pejabat Pemeintahan,
deigan tdtd Lara menurut
Peraturan Mahkemah
Agung Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2017,
bukan sebagai petunjuk
bagi Pengadilan Teta
Usaha Negara unh)k tetap
memiliki keurcnangdn
merneiksa, memutu, dan
menAelesaikan perkara
untuk memperoleh puhsan
aLtos peneimaart
permohonan guna
mendapatkat keputusan
dan/ atau tindakqn Badan
etau Pejabat
Petneintdhan, Peratran
M ahk am ah Agun g Re publik
Indonesia Nomor B Tahun
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2O17 mana metujuk pada
Pasal 53 Lru Administrasi
Pemeintahan, lJang mana
ketenh)an tersebut telah
diubah oleh Pasal 175
angkct 6 UU Cipta Kerja;
Menimbang, bahua
selanJuttLAa dengan
mencenndti dan
mengkaitkan hal itu pada
Iatar belakang dan dtjuan
d.tbentuknga UU Cipta
Kerja, dimana dalam
rangka mendukung
kebijakan strategis cipta
kerja, diantaratAa
diperlukan pengaturan
mengendi penataan
adninistrasi pemeintahan
gakni dengan melqkukan
beberapa perubahan pada
llu Admilistro,si
Pemeintahan;

Menimbang, bahwa d.alam
kaitannA a perub ahan p ada
LlLl Administra.si
Petueintahan mengenai
pelaksanaan administrasi
pemeiatahan, petvaturai
keutajiban bagi Badan
dan/atau Pejabdt
Pemeintahan untuk
meneklpkan keputusan
dan./ atau melakukan
tindakan yang dimolonkan
dilalflkan perubahan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasr,l 175 angka 6
Lru Cipta Keria lJang
meruboh ketentuan Pas.1l
53 UU Administrasi
Pemeintdhan setidaknAa
pula Badan dan/atau
Pejabat Pemeintahan
utajib tnetLetapkan
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dan/ dtctu melafutkan
keqtutusan dan/ atau
tindakan dalam waktu
paling lama 5 (lima) hai
kerjct dai semula l0
(sepuluh) hari kerjq setelah
perrftohonan diteima
secara lengkap oleh Ba<lan
dqn/atau Pejabat
Pemeintahon, Aallg tentu
berrujuan agdr Badan
ddn/atau Pejabat
Pemeintahan semo,kin
responsif datam bers{kap
untuk menetapkan atau
tidak ntenet Lpkc.r"
dan/ atdu melakltkan dtdu
tidak melo'kuko'n
keputusan dan/ atau
tin d akan g ang d tmo honkan
untuk menduk ng
kebijakan strategis cipta
kerjd tersebut, dan hal ini
justnt harus dimaknai
sebagai perlindungan
hukum basi Pemohon
untuk segera mend.apatkan
kepastian huktm atas
permohonan Aang
dtajukanryta;

Menimbanq, bahtua
dengan dihdpusnga aaat
6) dan (5) dalam Pasal 53
UU Admini.stre-si
Pemeintahan, maka justru
membeikan kepastidn
hukum bagi Pemohon
sehirlgga baginya tidak
perlu lagi berproses di
Petgadilan;

Menimbang, bahtua dalqm
hal pelaksanaannga
bilamana terddpaT
p erseltsihan atau senqketa,
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maka keuenangan
Pengaclilan Tata Usaha
Negara untuk
mengelesaikannAa hdnAa
dapat dilakukan sepanjang
sesuai dengan
hewenangannltra dan
dilakukan dengan tata
cara pengelesaian hulanm
sesuai ketetentudn Aang
berlaku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang
Perad.ilan Tata Usaha
Negara jo. Pasal 1 dngka B
dan Pasal 87 Und.ang
Undang Nomor 30 Tdl n
2 0 1 4 Tentang Admiistra.si
Pemeintahan:

Mentrtbang, balt:uta
berdasarkan selunth
pertimbansan lrulatm di
atas, make menurut
Majelis Hakim, Penqadilan
Tdta Usaha Neqdrd
Jakarta tidak benaenanq
untuk memeiksa,
tnemutus dan
menuelesaikan perkara
p e rm o ho nan u anq diaiukan
Pemohon. oleh karenanga
terhadap pennasalahan
hukum dalam pokok
permohonan, tidak perlu
Majelis Hakim memberikan
pertimbangan huktm Lagi,
sehivTqa permohnnan
Pemohan haruslah
dinu at akm tid ak diteima.

4 PIUN
Palembang

2lP IFP /20211
PIUN.PLC

(Permohonarr

Menimbang, bahtoa
berdasarkan ketenhlatl
P asal 1 7 5 Und ang - U ftdang
Nomor 1l Tahun 2O2O
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Pemohon Tidak
D.rpat
Diterima)

Tentang Cipta Kerja seperti
yang diuraikan di atas
Aang padd pokoknga
merubah substansi atau
nuatan PtTsal 53 Undang
Undang Nomor 30 Talun
20 1 4 tentong Administro,si
Petueintahan khususnga
pada aAat-daat Aang
merupakan dasar
kewenangan Pengadilan,
maka Pengadilan
berkestrtpulan batuta
Pengddilan secara dbsolut
tidak lagi memiliki
kompetensi atdu
ketLtenangan untuk
memeiksa, memutus da
mengelesaikan sengketq.
pennohonqn fiktif positif in
casu sengketa a quo.

Menimbang, bahua oleh
karena PengadilarL secarct
absolut tid.ak lagi tftemiliki
kompetensi atau
kewenangan untuk
memeiksa, mPtnutus ddn
menAelesaikan sengketa
permohonan fLkitif positif,
makd terhdddp
permohonan liktif positif
gang diajukart oleh Para
Pemohon dinAatakan tidak
dapal diteima

17. Bahwa beberapa putusan dari beberapa PIUN Pa1u, PIUN
Semaralg, P|UN Jakarta, dan PIUN Palembang, menyatakan
yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan ketentuan paal 175
UU l1/2O2O yang pada pokoknya merubah substansi atau
mllatan Pasal 53 UU 30/2013, khususnl.a pada ayat-ayat ]'an€{
merupakan dasar kewenangan Pengadilan, maka plUN secara
absolut tidal< lagi memiliki kompetensi atau kewenangan
untuk memeriksa, memuaus da menyelesaikai sengketa
permohonan fiktif positif.
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18. Bahwa padahal apabila kita bedah konstruksi perubahan Pasal
53 UU 3O/2O14 yarg diubah dalarn Pasal 175 angka 6 UU
l1l2O2O, pada tabei bcrikut:

Pasal 53 ayat (2) dan ayat (41 Pasal 53 ayat (3) dall ayat (5)

Ayat (2)

Jika ketentuan peraturan
perundang-undalgan tidak
menentukan batas l,\-aktll
kewajibal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib
menetapkan dan/atau
melal<ukan Keputusan
dan/atau Tindakan dalam
waktu paling lama 5 (lima)
ha.i kerja setelah permohonan
diterima secara lengkap oleh
Badan dan/ atau Pejabat
Pemerintahan.

Ayat l4l
Apabila dalarn batas wakhr
sebagaimaaa lim.t*ttd pada
ayat (2)', Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan tidak
menetapkan da]l/ata,u
melakukaa Keputusan
.lan/ata,u Tinr{akaa,
permohonan dianggap
dikabulkal secara hukurn.

Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut
meirgeuai bentuk pcnetapai-r
Keputusan dan / atau Tindakan
yang dianggap dikabulkan
secara hulr-um sebagaimaEa
dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan
Presiden.

19. Baiwa apabila kita lihat tabel diatas, terdapat 2 model
Kewajibal untuk menetapkan dan/atau meiakukan Keputusan
dan/atau Tindakan bagi Badan dan/ atau pejabat
Pemerintahan atas suatu Permohonan, ya&ni:

Permohonan yang diajukan secara Manual / Konvensional
dengan batas waktu 5 hari. (Pasal 53 ayat (2) UU 3Ol2O1q
yang ternuat dalam Pasal 175 angka 6 UU 11l2O2A).
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Ayat {3)
Dalam hal pernohonan
diproses melalui sistem
clcktronik dan seluruh
persyaratan dalam sistem
elektronik telah terpenuhi,
sistem elcktronik menetapkan
Keputusan dan/atau Tindakan
sebagai Keputusan aLau
Tindal<an Badan atau Pejabat
Pemerintahan yang beiwenang.



Permohonan yang diproses meialui Sistem Elektronik ((Pasal
53 ayat (3) UU 30/2014 yang termuat dalam Pasal 175
anska 6 UU 11/2O2Ol.

20. Bah\ra terhadap batas ivaltu kewajiban atas Pe.mohon.tn vang
diajukan secara elektronik, pengaturan lebih lanjut diatur
dalam Peraturan Presiden. Ha1 tersebut dinyatakal pada Pasal
53 ay.tt i5) UU 30/2014 sebagairnana termuat dalam Pasal 175
angka 6 UU l1/2A2O. Sementara terhadap Permohonan yang
diajukan tidai< melalui sistem elektronik dan tidal< dibalas
selama 5 hari setelah pennohonan diterima secara lengkap
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, terdapat
kekosongan hukum, karena dalam Ketentuan a gLo tidak
mengarur siapa yang diberikan \\re\ren.ag untuk memberikan
putusan terhadap permohonan yang diangqap dikabulkan.

21. Bahwa berbeda dengan Permohonan yang diproses secara
elektronik, terhadap batas waktu kewajiban atas Permohonan
1-ang diproscs melalui sistcm elektronik tcntunya secara
otomatis langsung mendapatkan balasan secara elektronik
apabila selumh persyaratan dalam sistem elektronik telah
rerpenuhi dalarn bentuk keluarnya produk hukun-r secara
elektronik sebagaimana yalg dimohonkan. Namun apabila
peryaratan dalam sistem elektronik tidak terpenuhi, mal<a
secara sistem elektronik akan menolak permohonan te.sebuL.

22. Bahwa adanya kekosongan hukua yang menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam ketentuar Norma a quo,
tentr.mya tidak sejala-n dengai jaminal prinsip Negara Hukum
sebagaimana diatur dalarr gasal 1 alrat {31 IIITD 1945 dan
tidak memberika! kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijarin aal"rn Pasat 28D ayat (U UIrD 1945.

Berdasarkan seluruh uraial diatas penting kiranya bagi Maikamah
Konstitusi untuk: Pert'omo meniLai kewenalgai Mahkamah
Konstitusi dengal menjelaskan keberlakuan materi muatan UU
11/2020 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi
dalam Putusal No. 91/PUU WlIl/2O2O l:ang hin€iga saat ini
menimbulkal kegaduhan dalam memaknai Amar Putusan tersebut.
Kedua, rnenilal konstitusionalitas norma ketentuan Pasal 53 ayat (4)
UU 30/2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 17.5 angka 6 UU
1 1/2020 yang bertentangan dengan UUD 1945.

Apabila Mahkamah mengabulkal permohonim ii1i, maka dapat
dipastikan ketentuan norma a quo yang telah merugikal hak
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konstitusional PEMOHON I secara langsung, darl PEMOHON II,
PEMOHOII UI secara potensial dalam penalaral yang wajar akan
dialami, akibat adanya kekosonga, hukum ultuk mendapatkan
putusan untuk memperoleh putusan penerimaal permohonan yang

dikabulkan secara hukum. HaI irri telah medmbutkan
kekosongan hukum dan ketidakpastan huhrm.

TV. PETITUM

Bcrdasarkan seluruh alasan alasan Permohonan para pcmohon
tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi
berkenan memutus dengan amar putusan:
Menyatakan:
1. Mengabulkal permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Pasal 53 a),at (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam pasal 175
angka 6 Undang-Undalg Nomor 11 Tairun 2020 tentang Cipta
Kerja Sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamai
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIIII2O2O, yarg berb:unyr "Apabila
dalam batas uaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan
dan/ atou Pejabat Penertntahan tiddk menetapkan dan/ atau
melakukan Keputusan dan/ atau Tind.akan, pennohonan dianggap
dikabulkan secara truktLm." bedenta!.gaE secara bersyarat
(Cond.itionq.llg Anconstitutionq.4 deuga! Uadaag-Uadaag Dasar
Negara Republik hdon€sia Tahua 1945 sepanjang tidak
dimakoai " MelaLui Pengadilant untuk ,nemperoleh putusan
peneimc.an permohonan". Sehingga buryi selengkapEya menjadi
"Apabila dalam bdtds uakh) sebagaimana dimaksud pad.a aljat (2)',
Badan darL/ atqu Pejabdt Pemeint.ahan tidclk menetapkan dan/ at.zu
melo.kukan Kepuh)sc"n dan/ atau Tindakan, permohondn dianqqap
dikabutkan secara hukum, melalui Pengatlilan untuk memperoleh
putusan peneitnaan pennolonan. "

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinva.

Atau,
- Menyatakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja Scbagaimana telah diputus mdalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/ PUU-XVltl/ 2O2O tidak berkekuatan hukum
mengikat selama 2 (dua) tahun sampai prosedur pembentukannya
diperbaiki oleh Pembentuk UodaIrg UndaIlg.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim KonstiLusi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono _
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IIARSETO SETYADI RAJAH, S.H.

DR. PARNINGOTAN MALAU, S.T., S.H., M.H.

ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK, S.H

HULU, S.H.

DIO TATA GAMA SYAFI'I, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.
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RAHMADINA BELA MAHMUDA, S.H.

APRILLIA WATIYUNINGSIH, S.H.

BLFIAN FAUZY,

MELANI AULIA, S.H.
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